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PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PUKAT KECAMATAN UTAN
KABUPATEN SUMBAWA

Rahmatullah!, Ayatullah Hadi?, Muhammad Ali®
Mabhasiswa!, Pembimbing?, Pembimbing Utama®
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan IImu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD
terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Jenis
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan
Deskriptif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi. Dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pukat, Ketua
BPD Desa Pukat, Staf Desa Pukat, Anggota BPD Desa Pukat, Masyarakat.

Hasil penelitian menujunjukkan bahwa Pengawasan BPD terhadap kinerja
kepala desa dalam variabel kontrol politik dan variabel pengawasan fungsional,
BPD sudah melaksanakan pekerjaannya dengan cukup baik sesuai dengan
PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 tahun 2018 tentang BPD dan dikerjakan
dengan baik yaitu: (1) Pengawasan yang dilakukan BPD dalam menyelesaikan
masalah dengan cara saling dengar pendapat dengan pemerintah dan masyarakat.
(2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala
desa ini sudah dilakukan dengan adanya transfaransi data penggunaan anggaran
yang dilakukan oleh kepala desa. (3) Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap
kinerja kepala desa dibantu dengan masyarakat aktif dalam menyuarakan aksi dan
aspirasinya menjadi salah satu faktor pendukung BPD dalam melakukan
pengawasan. (4) Pelaksanaan dari kinerja BPD sendiri masih belum maksimal
ehingga berpengaruh kepada pelaksanaan Kinerja dari kepala desa, hal ini
desebabkan karna kurangnya sumber daya manusia yang faham akan tupoksinya.

Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Kinerja Kepala Desa



OVERVIEW OF THE REPRESENTATIVE VILLAGE AGENCY (BFD) ON
THE PERFORMANCE OF THE HEAD OF PUKAT VILLAGE, UTAN
SUMBAWA DISTRICT

Rahmatullah', Aymllnhlhdi’ Muhammad Ali’
Smdum Advisor’, Main Advisor’
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Muhammadiyah University of Mataram
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Pukat Village, Utan District, Sumbawa Regency by the BPD i supervised. This type
ﬁMuuWWMthdﬁdem
ohservation, inferviews, and documentation. The informants in this study were the
Pukat Village Head, the BPD Chairman of the Pukat Village, Pukat Village Staff,
Pukat Village BPD Members, and the Community.

The results showed that the BPD has done its job very well in line with the
Regional Regulation of the Sumbawa Regency Number 10 of 2018 on BPD and is
well done in overseeing the performance of the village head in the political control
variable and the practical oversight variable, namely: (1) BPD oversight in solving
mmjmmmumwm (2 The sapervision
of the results of this village head carried out by the BPD was camried out with the
accountability of the budget utifization data carmied out by the village head. (3) The
introduction of BPD monitoring of the success of the village head is supported by the
invalved community in communicating their acts and expectations to be one of the
factors assisting the BPD in the conduct of supervision (4) The exceution of the
BPD's own output is also not adequate in such & way that it affects the exceution of
&n&ymehhﬁofmmMW
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan berbagai
macam suku budaya dan terdiri dari 34 Provinsi. Negara Indonesia pada saat ini
sudah menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan,
dimana adanya pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945
menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewah.

Pembentukan suatu Negara dibagi dalam daerah provinsi dan daerah
provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil (Desa), di daerah-daerah yang
bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka semuanya menurut aturan yang
akan ditetapkan dengan undang-undang (untuk selanjutnya: UU)”. Di daerah-
daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah.

Peneyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Desa dipahami sebagai
salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat

yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam
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UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dalam pengertian desa diatas bahwa Desa merupakan komunitas yang
mengatur dirinya sendiri artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya
setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri
termasuk bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan
pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu
berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan
administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (untuk selanjutnya; BPD) sebagai
lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja
Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyimpangan kekuasaan tidak

terdapat saling curiga antara kepala desa selaku pelaksana pemerintahan desa

yang bertugas menyelenggarakan  pemerintahan desa, melaksanakan
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pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsih mengayomi adat
istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.

Menurut Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan
Permusyawaratan Desa berhak; a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; b). Menyatakan
pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
desa; dan c). Mendapat biaya operasional pelaksaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Dan pasal 30 PERDA Kabupaten
Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa
fungsi BPD vyaitu; a). Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa; b). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa; dan c). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, pelaksanaan
pengawasan kinerja kepala desa dalam pasal 46 dan 47 yaitu “BPD melakukan
pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan pemerintah
desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
desa. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
monitoring dan evaluasi. Dan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan

Kinerja BPD.
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Oleh sebab itu, maka penting juga untuk mengetahui bagaimana
pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD di tingkat desa menjadi tumpuan
harapan ataupun tangan kanan masyarakat terhadap program-program yang akan
dilakukan oleh kepala desa dengan tujuan mensejahterkan masyarakat. Dengan
adanya peraturan dalam perundang-undangan khusus tentang BPD ini maka
seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik dan benar, dengan efektifitas,
kapasitas serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD ini harus benar-benar
terlaksana sesuai fungsinya agar tidak terjadinya masalah baru yang akan
ditimbulkan oleh BPD itu sendiri.

Berdasarkan fungsi di atas, didalam pelaksaan pemerintahan desa, BPD
memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta
menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan
desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan
fungsinya.

Namun pada kenyataan pelaksaan fungsi BPD di Desa Pukat Kecamatan
Utan Kabupaten Sumbawa masih belum optimal. Peneliti melakukan observasi
serta wawancara beberapa warga untuk mengetahui permasalahan inti dari
pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa adalah “masih kurangnya
pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsinya, serta kurang efektif dalam
pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga untuk melakukan pengawasan
kepada kepala desa tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat

dan banyaknya kericuhan yang terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan dari
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pemerintahan desa dan tidak adanya pergerakan yang lebih tajam dalam
menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat”.

Berdasarkan permasalahan inti dari apa yang terlihat di Desa Pukat ini
tentu akan banyak menimbulkan keresahan masyarakat melihat kinerja dari
pemerintah desa tidak benar-benar dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu,
penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut bagaimana
BPD Desa Pukat menjalankan fungsinya. Maka dari itu penulis mengangkat judul
penelitian yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja
Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti
mengidentifikasi rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah
bagaiamanakah pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan

Utan Kabupaten Sumbawa?

1.3 Tujuan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengawasan BPD terhadap kinerja kepala Desa Pukat

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

1.4 Manfaat Penelitian
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1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu
pemerintahan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap
kinerja kepala desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan
pemikiran, masukan-masukan bagi BPD sebagai gambaran umum dan
kontribusi dalam pengawasan terutama pada tahap kinerja kepala desa.

Dan bagi masyarakat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan
mengenai pengawasan BPD terhadap kinerja kepala Desa Pukat Kecamatan
Utan Kabupaten Sumbawa Besar.

1.4.3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada

Prodi Administrasi Publik dengan gelar S.AP Fakultas IImu Sosial dan Iimu

Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB Il
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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu dengan
tema yang sama guna menunjang kualitas penelitian ini, sebagaimana yang
peneliti ketahui bahwa dalam setiap melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka
mempunyai peran didalam menentukan tujuan dan alat penelitian dengan memilih
konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar
dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya
kajian pustaka mempunyai fungsi untuk hubungan yang akan dipergunakan untuk
menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Pada bagian ini memuat
secara sistematis tentang yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun penelitian
terdahulu itu adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Elia Amelia dalam tesisnya di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2018, dengan judul “Pelaksaan
Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: masing-masing
pihak baik pihak BPD maupun aparat pemerintah desa menempatkan diri mereka
dalam kedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan
terjadinya masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa ketika semua merasa
lebih tinggi dan hal ini akan berdampak padakesibukan mereka untuk saling
mencari kesalahan dan kepentingan masyarakat terlupakan. Desa dengan kepala
desa dan perangkat-perangkat lainnya belum dipahami secara baik oleh kedua

belah pihak dalam poksinya masing-masing guna mensejahterakan masyarakat.
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Penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah dalam tesisnya di Fakultas
I[lmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Terbuka Jakarta Tahun 2018, dengan
judul “Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Desa
(Study pada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten
Malinau)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama
Kepala Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa. Diharapkan
menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan
kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, Serta
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat
pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Penelitian yang dilakukan I Made Indrayana dalam tesisnya di Fakultas
Hukum Universitas Udayana Denpasar Tahun 2015, dengan judul “Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa
Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah: Peran BPD melaksanakan pengawasan terhadap Kkinerja
Kepala Desa di Desa Antap dalam perencanaan, pelaksanaan dan Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ). Dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun
arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan terhadap APBDes dan program

kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan
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turun langsung ke lapangan serta melihat RAB, dalam laporan pertanggung
jawaban BPD memeriksa laporan pertanggung jawaban untuk diperbaiki dengan
memberi tanda centang pada yang salah. Pengawasan BPD terhadap kinerja
Kepala Desa kurang optimal karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD
saja. Kendala-kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak ada
mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap
kinerja Kepala Desa, sehingga komunikasi antara satu dengan yang lainnya
kurang berjalan dengan baik dan kurang mengadakan pertuan yang lebih intes.
Sumber daya finansial atau operasional yang tidak anggarkan dan sumber daya
manusia yang ada di BPD sendiri kurang dalam kualitas maupun kapasitas karena
latar belakang pendidikan dan pekerjaan, hal inilah salah satu yang harus
dituntasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Anggreini dalam tesisnya di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2018, denagn judul “Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten
Tanggerang”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun sudah efektif
ternyata masih ditemukannya beberapa maslah yaitu, kurang aktifnya BPD dalam
menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
masih kurang efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan
kepala desadalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD kurang
mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fiqqri Fajar

Nugroho dalam tesisnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2016, dengan
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judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan
Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD menggunakan
berbagai macam cara baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui
pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi. Dan BPD juga tidak
mengalasi hambatan-hambatan dalam pelasanaan pengawasan serta mampu
berkerjasama dengan baik dalam mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya penelitian terdahulu di atas menjawab bahwa penelitian ini
bukanlah penelitian yang bersifat baru, hanya saja peneliti ingin mengkaji lebih
dalam pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dengan acuan penelitian

terdahulu sebab banyaknya keluh kesah yang dialami oleh masyarakat.

Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu
No. 1.
Peneliti/ | Elia  Amelia, “Pelaksaan Fungsi dan Wewenang Badan
Judul Permusyawaratan Desa di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten

Soppeng”. Tahun 2018
Metode Kualitatif Deskriptif
Hasil Masing-masing pihak baik pihak BPD maupun aparat pemerintah desa
menempatkan diri mereka dalam kedudukan lebih tinggi dari yang
lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya masalah dalam
pelaksanaan pembangunan desa ketika semua merasa lebih tinggi dan
hal ini akan berdampak padakesibukan mereka untuk saling mencari
kesalahan dan kepentingan masyarakat terlupakan. Desa dengan kepala
desa dan perangkat-perangkat lainnya belum dipahami secara baik oleh
kedua belah pihak dalam poksinya masing-masing guna
mensejahterkan masyarakat.
Persamaan/ | — Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam menggunakan penelitian
Perbedaan | kualitatif deskriptif.
—Perbedaan penelitian ini adalah tehnik pengumpulan datanya
menggunakan kepustakaan, observasi dan wawancara.
Relevansi | Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama
meneliti tentang pengawasan BPD

No. 2.
Peneliti/ | Adriansyah, “Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penga
Judul Wasan Desa (Studypada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan
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Malinau Barat Kabupaten Malinau”. Tahun 2018

Metode

Kualitatif deskriptif

Hasil

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan
Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan
Aspirasi masyarakat Desa. Diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi
warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat
desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta Kkegiatan-
kegiatan yang dilakukan olenh masyarakat desa,sekaligus tempat
pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Persamaan/
Perbedaan

—Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif dan tehnik
pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara
dan dokumentasi.

— Perbedaan penelitian ini adalah pada uji validitas data.

Relevansi

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama
meneliti tentang pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa.

No.

3.

Peneliti/
Judul

I Made Indrayana, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Tahun 2015

Metode

Hukum empiris

Hasil

Peran BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
dalam perencanaan, pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban
(LPJ). Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa kurang optimal
karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD saja. Kendala-
kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak ada
mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan
pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sehingga komunikasi antara
satu dengan yang lainnya kurang berjalan dengan baik dan kurang
mengadakan pertuan yang lebih intens. Sumber daya finansial atau
operasional yang tidak anggarkan dan sumber daya manusia yang ada
di BPD sendiri kurang dalam kualitas maupun kapasitas karena latar
belakang pendidikan dan pekerjaan.

Persamaan/
Perbedaan

— Persamaan dalam penelitian ini adalah fokus permasalahannya.

—Perbedaan penelitian ini adalah metode penelitian ini adalah
menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat
penelitian deskriptif dan tehnik pengumpulan datanya menggunakan
observasi dan wawancara.

Relevansi

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama
meneliti tentang pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa.

No.

4

Peneliti/
Judul

Wiwik Anggreini, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tanggerang”. Tahun
2018

Metode

Kuantitaif

Hasil

Walaupun sudah efektif ternyata masih ditemukannya beberapa maslah

27




yaitu, kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan
terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih kurang efektif,
kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala
desadalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD kurang
mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat.

Persamaan/ | — Sama-sama ingin mengetahui pengawasan BPD
Perbedaan | - Perbedaannya adalah tehnik pengumpulan datanya menggunakan
koesioner, observasi dan dokumentasi sedangkan peneliti
menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Serta jenis
penelitian menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti
menggunakan kualitatif.
Relevansi | Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama
meneliti tentang BPD
No. 5.
Peneliti/ | Mohammad  Fiqqri  Fajar  Nugroho, ‘“Pengawasan Badan
Judul Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Tahun 2016

Metode Kualitatif Dekriptif dengan pendekatan Hukum Normatif
Hasil Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD menggunakan berbagai
macam cara baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui
pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi. Dan BPD juga
tidak mengalasi hambatan-hambatan dalam pelasanaan pengawasan
serta mampu berkerjasama dengan baik dalam mensejahterakan
masyarakat.
Persamaan/ | — Sama- sama mengguanakan metode penelitian kualitatif dan teknik
Perbedaan pengumpulan datanya
— Proses penyusuanan, landasan teori serta fokus permasalahan.
Relevansi | Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

meneliti tentang pengawasan BPD.

Sumber : Skripsi Tahun 2015-2018

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengawasan

a. Pengertian Pengawsan

adalah proses pengamatan dari

Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), pengawasan

pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan sebelumnya.
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Sedangkan menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176),
pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan
menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Kesimpulan dari pengertian pengawasan menurut para ahli di
atas adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk
memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau
beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan
menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan
benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang
sesungguhnya sehingga dapat menciptakan kerugian oleh lembaga
atau organisasi yang bersangkutan (Makmur, 2011:176).

Keberhasilan suatu bentuk pengawasan ditentukan dari
tingkat kesadaran dan tingkat pengetahuan baik yang diawasi
maupun yang mengawasi suatu kegiatan di bidang pola pikir dan
pola tindakan pengawasan. Secara fenomenal yang kita saksikan
dalam masyarakat bahwa ketidak jujuran dan ketidak tahuan
komponen-komponen pengawasan dalam bidangnya menyebabkan
kegagalan aktivitas di dalam kelembagaan. Mengapa demikian,
karena banyaknya variabel yang dapat menyebabkan adanya ketidak
jujuran bagi komponen pengawas maupun komponen yang diawasi.

b. Jenis-Jenis Pengawasan
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Banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek

kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara

tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati (Makmur 2011).

Ada beberapa jenis pengawasan yang akan dipaparkan

anatara lain:

1.

Pengawasan fungsional. Kelembagaan yang sifatnya kecil
pengawasannya tidak perlu secara fungsional, namun
kelembagaan yang sifatnya besar seperti kelembagaan
Negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks,
maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya
fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia
yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus
di bidang pengawasan.

. Pengawasan Masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan

masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai
penyelenggara Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan terutama penggunaan sumber daya Yyang
dimiliki oleh pemerintah atas nama Negara.

. Pengawasan ~ Administratif. = Tujuan  pengawasaan

administratif dalam kelembagaan khususnya kelembagaan
publik agar pendataan dan pembagian atau pendestribusian
suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan
berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan
kemampuan masing-masing anggota kelembagaan
Pengawasan Teknis. Untuk dapat memberikan hasil yang
maksimalisasi dari pekerjaan teknis tersebut, maka sangat
dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai
dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat
menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi
kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota
masyarakat pada umumnya.

Pengawasan  Pimpinan.  Pimpinan bukan hanya
dikategorikan sebagai orang yang harus di awasi terhadap
Kinerjanya tetapi pimpinan juga punya peran pnting
terhadap bawahan serta masyarakat-masyarakat, jika tidak
adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara
sungguh-sungguh maka dapat dikatakan pelaksana
kegiatan akan tidak disiplin kerja.

. Pengawasan Barang. Pentingnya pengawasan barang

adalah untuk menciptakan suatu kejelasan dan jaminan
kepada semua yang berkaitan dengan barang tersebut.
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7. Pengawasan Jasa. Yang dimaksud di sini, jasa adalah
suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau
sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan,
jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini tidak akan
berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada
pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi
hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada
seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya,
sehingga ada kemungkinan untuk dimili secara pribadi.

8. Pengawasan Internal. Kelembagaan eksekutif, yudikatif,
legislatif, auditif dan semacamnya, pengawasan yang
dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk
mengamankan dalam rangka memperlancar
penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang
dimaksudkan di sini pengawasan internal. Pengawasan
internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang
diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan
dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk
menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan
yang bersangkutan.

9. Pengawasan Eksternal. Pengawasan yang dilakukan secara
legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub
kelembagaan tertentu, contohnya pengawasan BPK
kepada lembaga Negara lainnya disebut dengan
pengawasan eksternal. Setiap unit kelembagaan senantiasa
mengharapkan pengawasan eksternal secara efektif dan
efisien dari pada seluruh penggunaan sumber daya yang
dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.

c. Maksud dan Tujuan Pengawasan
Menurut Handayaningrat yang dikutip dalam Sopi (2013:17)
maksud dan tujuan pengawasan adalah:
a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan,
penyimpangan, ketidak sesuaian penyelenggaraan lain-
lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang

telah ditentukan.
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b.

Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut  Handayaningrat  dalam  Sopi  (2013:19)

mengemukakan bahwa:

a.

b.

Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan
kepentingan umum.

Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran
menururut perundang-undangan yang berlaku,
berorientasi  terhadap  kebenaran  tujuan  dalam
pelaksanaan pekerjaan,

Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna

pekerjaan.

e. Teknik Pengawasan

Menurut Agustino (2012:193-196) langkah-langkah yang

dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

a.

Teknik pengamatan dan pengawasan, sebagai mana yang
kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan
pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan
kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang
dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan
suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (direct)
maupun dilakukan secara tidak langsung (indirect).
Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan
tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang
bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini
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semua lembaga membutuhkannya agar program yang Kita
rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik.
Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan
termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang
dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran
tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada
orang yang diawasi.

. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, dengan melalui
pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam
melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau
mengalami  hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau
gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Teknik
pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan
suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan
mengandung kebenaran, disamping itu dapat pula
memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan
yang telah dilakukan itu.

Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik ini sebagai
bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu
kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan
jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena
penilaian yang salah sangat berakibat negative baik dari
unsur pelaksana kegiatan, maupun sebagai oknum
pengawasan dan yang paling terpenting adalah
kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik
dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta
atau privat. Karena penilaian ini dapat aja dilakukan
secara objektif maupun secara subyektif yang relatif
menetukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.

. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik
pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu kegiatan
maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek
suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam
pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan
terhadap kegiatan lainnya.

Teknik  pengamatan dalam pengawasan. Tujuan
pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan
antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan
yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang
atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil
kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait
dalam sebuah kelembagaan.

Teknik  perhitungan dalam pengawasan. Dalam
pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan
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berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun
penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk
melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara
kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam
rangka menentukan ketetapan hasil pelaksanaan yang
dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain
orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan
suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat
memegang peran penting dalam pengawasan karena salah
satu teknik untuk menentukan kesalahan hail dalam
pengawasan.

Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam
pengawasan merupakan suatu hal yang sangat
menentukan kebenaran penyajian hasil yang disebabkan
oleh teknik analisis yang digunakan.

Teknik  pelaporan dalam pengawasan. Laporan
merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan,
yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai
laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan
perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat
pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan
laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan
langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang
tidak informative karena sulit dipahami penerima laporan,
oleh karena itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang
tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

f. Pemberdayaan Pengawasan

Menurut Makmur (2011), Pemberdayaan pengawasan

sungguh

rumit permasalahannya karna menyangkut manusia

memang ketika diucapkan sangat gampang namun pada saat

pelaksanaan dalam pengawasan ini sungguh rumit sekali. Adapun

pemberdayaan yang menyangkut pengawasan anatar lain:

=

N

w

>

Kedisiplinan
Kejujuran
Pengetahuan

Kesungguhan
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5. Moralitas
6. Etika dan esttetika
g. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dalam Widodo (2001:173) mengemukakan
bahwa untuk melakukan control/pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode.
Pertama metode organisasi (organizational methods). Kedua, metode
kontrol politik (political methods of control). Metode organisasi pada
dasarnya menggunakan “popular and legal sanctions within the
organizational to gain compliance” (sanksi dan hukum yang
dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana
atau alat untuk melaksanakan metode kontrol organisasional antara
lain meliputi publisitas (publicity), disiplin internal (internal
discipline), penekan kelompok dan publik (group and public
presstires).

Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang
dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat
(representative of the people) sebagai perwakilan suara masyarakat
untuk melakukan kontrol. Metode kontrol politik yang dilakukan
lembaga legislatif menurut Peters dalam Widodo (2001:177) dapat
dilakukan dengan “funding investigasion, constituency service, and

postaudif”.
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a. Penganggaran (Funding)
Penganggaran program (Program Funding) merupakan
salah satu alat lembaga legislatif dalam melakukan
kontrol kepada birokrasi dengan mengontrol program
yang akan dianggarkan.

b. Investigasi (Investigation)
Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan
kontrol, bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga
legislatif adalah dengar pendapat dengan pemerintah.
c. Pelayanan Publik (Constituennce servise)
Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif
berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
public yang diberikan untuk memecahkan masalah yang
ada dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.
d. Posaudit (Postaudit)
Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Posaudit
yaoitu pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan
pemerintah sesuai dengan program anggaran yang
direncanakan.
2.2.2 Kinerja Kepala Desa
Menurut  As’ad  (1995) dalam Sudaryono (2017:67),
menyatakan bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang di dalam
melaksanakan suatu pekerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa Kinerja
adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku
untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja seseorang dapat terlihat
melalui aktivitasnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
Aktivitas ini menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Kkinerja seseorang
terkait dengan bagaimana ia melakukan tugas dan hasil yang telah
diraih.
Sedangkan Menurut Robbins (2004) dalam Sudaryono

(2017:67), kinerja adalah ukuran dari suatu hasil. Hasil dari suatu
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pekerjaan berupa barang atau jasa dan kinerja seseorang dapat dilihat
dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang tersebut. Jika
barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka
dikatakan kinerjanya baik, sebaliknya jika barang atau jasa yang
dihasilkan buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka
dapat dikatakan kinerjanya buruk.

Untuk  mengukur  kinerja  dapat dilakukan  dengan
memperhatikan factor-faktor prestasi minsalnya (Sudaryono (2017:69):

1.  Mutu kerja (ketepatan, keterampilan, ketelitian, kerapian)

2. Kuantitas kerja (keluasan tugas, kecepatan menyelesaikan

tugas)

3.  Ketangguhan (mengikuti perintah, keselamatan, inisiatif,

ketepatan waktu, kehadiran)

4.  Sikap (terhadap perubahan, kerja sama).

Sedangkan pengertian tentang kinerja kepala desa adalah
melaksanakan tugas kepala desa beserta perangkat desa
menyelenggarakan kaordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam
lingkungannya maupun dalam organisasi lainya sesuai dengan tugas
pokok masing-masing (Widjaja, 2002 : 127-128).

Menurut Zakaria dalam Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa
desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu

wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan
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serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri, serta
berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli
lainnya, dalam pengertian territorial administratif langsung dibawah
kecamatan. Dalam kaitan ini sangat jelas dalam rumusan tersebut
bahwa desa-desa yang ada sebelum Negara ini merdeka, bukan
merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya
tidak lagi bebas melainkan langsung berada di bawah kecamatan.
Dengan demikian tidak lagi berkuasa mengadakan pemerintah sendiri
sebagaimana ketika desa-desa itu belum berada di bawah kekuasaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sar, 2013:9-10)

Berdasarkan teori atau konsep di atas dapat disimpulkan bahwa
desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang menetap di suatu
tempat dan memiliki batas wilayah yang jelas, memiliki ikatan lahir
batin yang sangat kuat baik karena satu keturunan maupun karna sama-
sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang

berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama
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Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai
peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun
perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Menurut Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak; a). Mengawasi dan
meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa
kepada pemerintah Desa; b). Menyatakan pendapat atas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa;
dan c). Mendapat biaya operasional pelaksaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Dan pasal 30 PERDA
Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa bahwa fungsi BPD vyaitu; a). Membahas dan
menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b).
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c).
Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD,
pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa dalam pasal 46 dan 47
yaitu “BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan pemerintah desa; b.

pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
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desa. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa monitoring dan evaluasi. Dan hasil pelaksanaan pengawasan
Kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1)
menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Adapun tujuan dari BPD yang diatur dalam PERDA Kabupaten
Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3 tentang BPD, vaitu:
Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola

Pemerintahan Desa yang baik.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

Pengawasan BPD

e

Kontrol Politik

1.  Investigasi
2. Posaudit

l Kinerja Kepala Desa

Pengawasan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi pengawasan

Pengawasan Pimpinan

Sumber : Makmur (2011), Peters dalam Widodo (2001)
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2.4 Definisi Konseptual

1. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka
untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan
menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pengawasan fungsional, kelembagaan yang sifatnya besar seperti
kelembagaan Negara dengan aktifitas yang begitu rumit dan kompleks,
maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional
dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan
khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Dan Pengawasan
Pimpinan bukan hanya dikategorikan sebagai orang yang harus di awasi
terhadap kinerjanya tetapi pimpinan juga punya peran pnting terhadap
bawahan serta masyarakat-masyarakat, jika tidak adanya pengawasan
pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh maka dapat dikatakan
pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.

3. Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (representative of the

people) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol.
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2.5 Definisi Operasional
a. Kontrol Politik
1. Investigasi
2. Posaudit
b. Pengawasan Fungsional
1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan

2. Pengawasan Pimpinan
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015)
mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian
kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi saat
ini yang sudah berlalu. Perubahan terhadap variabel-variabel yang ada namun
menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi dengan apa adanya. Metode ini
menjelaskan dan menggambarkan suatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga
dapat diambil suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja

Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”.
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3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan Januari lokasi
penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten
Sumbawa.

3.3 Metode Penentuan Narasumber

Menurut Burhan (2007:107), Informan penelitian adalah orang yang
memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu
kejadian. Informan penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaiaman langkah yang
ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu didalam
bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan” informan dan
bagaiaman peneliti “mendapatkan” informan. Menentukan informan bisa
dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta
memahami pula anatomi masyarakat diamana peneliti itu dilakukan. Namun
apabila peneliti belum memahami anatomi masyarakat tempat penelitian, maka
penelitian berupaya agar tetap mendapatkan informan penelitian.

Menurut Burhan (2007:107-109), Perlu diingat bahwa peneliti harus
mendapatkan data yang valid, dia tidak boleh mewawancarai sembarangan orang.
Berikut dua macam cara perolehan informan penelitian:

1.  Purposive (disengaja), Sebelum melakukan penelitian para peneliti
menetapakan Kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang
akan dijadikan sumber informasi. Tentunya informan ini seseorang
yang faham dan tahu banyak tentang masalah apa yang akan diteliti,

Seperti penguasa tempat penelitian.
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2. Snowballing (bola salju), Informan penelitian diperoleh dilapangan
berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, bukan
berdasarkan kriteria yang ditetapakan oleh peneliti. Dalam hal ini,
para informan diperoleh di lapangan tanpa kriteria identitas informan
yang jelas yang telah ditetapkan sebelum turun kelapangan. Makin
lama seseorang melakukan penelitian, makin banyak orang yang
berhasil diwawancarai.

Adapun yang menjadi informan kunci yang tepat dalam memberikan data
yang akurat mengenai Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa di Desa
Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Pukat (satu orang)

2. Ketua BPD Desa Pukat (satu orang)
3. Staf Desa Pukat (dua orang)

4. Anggota BPD Desa Pukat (dua orang)
5. Masyarakat (empat orang)

Jadi jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah 10 orang, yang dimana
nanti akan bertambah pula pada saat terjun penelitian sesuai dengan penggunaan

metode Snowballing.

45



3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1. Jenis Data
a. Data Primer
Yaitu fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian
lapangan, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara
dengan informan dan masyarakat dari observasi yang dilakukan di
Kantor Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan
dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan
orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, atau
dokumentasi yang digunakan sebagai pendukung data primer. Serta
bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya,
seperti UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, serta PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, daftar hadir,

surat menyurat, dan lain sebagainya.
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Tabel 3.4

Analisis Data Primer dan Skunder

No | Variable Indikator Data Primer Data Sumber
Sekunder
1. | Kontrol 1. Investigasi |1. Bagaimana mekanisme [1. Regulasi . Kepala Desa
Politik control BPD 2. Berita acara Pukat
. Siapa saja yang terlibat kegiatan . Ketua BPD
dalam tugas mengontrol pengawasan Desa Pukat
Kinerja Kepala Desa 3. Fhoto . Staf Desa
. Kapan saja kontrol itu [4. Absen Pukat
dilakukan 5. Arsip Surat |4. Anggota BPD
2. Posaudit . Bagaimana mekanisme 8 Kon'grak Digsin PLIGE
pemeriksaan kegiatan e ’ I\/_Iasyarak_at
- . dengan . Pihak ketiga
. Siapa actor yang terlibat - .
dalam pemeriksaan I e
7. SOP
2. | Pengawasan |1. Tugas . Apa tugas BPD dalam |8. MOU
Fungsional Pokok dan mengawasi Kinerja
Fungsi Kepala Desa
Pengawaan . Apa saja regulasi yang
dijadikan pedoman
dalam pengawasan
2. Pengawasan |3. Apa tugas pimpinan
Pimpinan dalam melakukan
pengawasan

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan objek dari mana data dapat

diperoleh. Apakah penelitian menggunakan koesioner atau wawancara

dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden yaitu orang

yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis

maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber

datanya bisa berupa benda gerak atau proses tertentu.
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Sumber data dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
a. Narasumber
Narasumber dalam hal ini merupakan orang yang bisa
memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin diketahui.
b. Peristiwa
Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui
pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktifitas ini, penulis
bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti
karena menyaksikan secara langsung.
c. Dokumen
Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang
berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen
bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip,
database, surat-surat, dan gambar yang berkaitan dengan suatu
peristiwa.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
a. Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72), mendefinisikan

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
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ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu. Teknik wawancara adalah suatu cara mendapatkan
dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi
dengan informan yang dianggap banyak mengetahui tentang objek dan
masalah penelitian.

Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur,
semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Pada kesempatan ini peneliti
menggunkan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan
sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh
karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah
menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis
yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan. (Sugiyono, 2015:72)

b. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:64), menyatakan bahwa,
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat
bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi. Dan Marshall dalam Sugiyono (2015:64),
menyatakann bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku,

makna dari perilaku tersebut.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan,

pengumpulan, pengawetan, penguawasaan, pemakaian, dan penyediaan

dokumen. Baik berupa buku, jurnal maupun UU dan photo.
3.6 Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono (2014:91-99), Menurut Miles dan Huberman (1984),
mengemukakan bahwa aktipitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu data reduction, data display, dan
conclusion drawing/verification.

Gambar 3.6
Langkah-Langkah Analisis

Pengumpulan data penyajian data

Reduksi data |<——> / kesimpulan-kesimpulan:

penarikan/verifikas

I
Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20) Dalam Burhan Bungin (2007:180)

1. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
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2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.
Dalam hal ini Miles dan Huberman mengajurkan untuk menggunakan cara
matrik dan diagram, mereka tidak menganjurkan dalam bentuk naratif
untuk menyajikan tema karena dalam pandangan mereka penyajian dalam
diagram dan matrik lebih efektif. Namun disini penulis menggunakan
dalam bentuk naratif dengan teks yang singkat jelas dan padat.

3. Conclusion Drawing/verification
Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti kuat yan g mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya.
Menurut miles dan huberman, ketiga langkah tersebut dilakukan
atau diulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan
teknik apapun. Dengan demikian, ketiga tahap itu, harus dilakukan terus
sampai penelitian berakhir.
3.7 Uji Validitas Data

Dalam Sugiyono (2015:121-131). Uji keabsahan data dalam penelitian
kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas
eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Namun

pada kali ini peneliti menggunakan uji kredibilitas.
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Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif antara lain dilakukan dengan berbagai kegiatan, disini peneliti hanya
menggunakan kegiatan trigulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai narasumber dengan berbagai cara
dan berbagai waktu.

a. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan
hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus
negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan
bertentangan dengan data yang telah ditemukan, tetapi jika peneliti masih
mendapatkan data-data yang bertentangan dengan temuan maka peneliti
akan merubah temuannya.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya
pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
Seperti photo-photo, alat perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti
camera, handphone, alat perekam suara sangat diperlukan untuk
mendukung keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
c. Member check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh
peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui
seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh
pemberi data. Pelaksanaan Member check dapat dilakukan setelah satu
priode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan,
atau kesimpulan.
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